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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil

Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.

Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke

dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah

sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa ṡ es (dengan titik di atas)
ج Jim J Je
ح Ha ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik di atas
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy es dan ye
ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط Ta ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ Za ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ’ koma terbalik (di atas)
غ Ghain G Ge
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ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ` Apostrof
ي Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal Vokal rangkap Vokal Panjang
أ = a آ = ā
إ = i أي =  ai إي = ī
أ = u أو = au أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جمیلة ditulis mar’atun jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فا طمة ditulis fātimah

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis rabbanā

البر ditulis al-barr
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5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasnsliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

الرجل ditulis ar-rojulu

السیدة ditulis as-sayyidinah

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan

dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan

dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

البدیع ditulis al-badi’

الجلا ل ditulis al-jalāl

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,

jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurus hamzah itu

ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

شيء ditulis syai’un
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ABSTRAK

Nurhayanto, Yayan. 2023. Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta
Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor
470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg).
Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Kata kunci : Perbandingan, Harta Bersama.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang harta bersama yaitu
harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Harta bersama menurut
UU no.1 tahun 1974 diatur menurut hukum yang berkembang yaitu hukum Islam
dan hukum adat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan
umum pasal 1 huruf f dan pasal 97 mengatur bahwa harta bersama dibagi dengan
½ untuk istri dan ½ untuk suami.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian
yuridis normatif/ doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian
hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau
data sekunder, yang dalam hal ini yaitu mengenai putusan perkara pembagian harta
bersama Pengadilan Agama Tegal No. 470/pdt.G/2020/PA.Tg dan putusan
Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Berdasarkan hasil pencermatan Penulis, majelis Hakim Pengadilan Agama
Tegal pada putusan No. 470/pdt.G/2020/PA.Tg menimbang dan memutuskan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni melandaskan kepada UU
No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MA RI No.803
K/SIP/1970. Sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No.
90/Pdt.G/2021/PTA.Smg pembagian harta bersama yang diputuskan oleh majelis
Hakim dilakukan secara adil tanpa mengesampingkan perundang-undangan yang
berlaku dengan melandaskan fakta yang ada dalam persidangan sebagai
pertimbangannya, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang
menetapkan hasil keputusan pembagian harta bersama dengan bagian untuk
Pembanding lebih banyak daripada pihak Terbanding.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap keluarga mendambakan terciptanya rumah tangga yang bahagia,

salah satu faktor pendukungnya adalah terpenuhinya kebutuhan spiritual dan

material. Pasangan suami istri yang sama-sama bekerja atau salah satunya saja

yang bekerja maka harta perolehannya menjadi harta bersama, yakni harta yang

diperoleh dalam perkawinan yang dimiliki bersama oleh suami istri. Harta

bersama dapat berupa harta yang bergerak maupun tidak bergerak, seperti surat-

surat berharga dan hak intelektual. Bilamana kondisi keluarga dalam keadaan

tentram, pada umumnya harta kekayaan yang diperolah dan menjadi milik

bersama akan menjadi pendukung penting keberlangsungan keluarga sekaligus

sebagai alat kelengkapan serta salah satu sumber kebahagiaan bagi keluarga.

Namun apabila kondisi keluarga tidak tentram, harta bersama ini seringkali

memicu timbulnya perselisihan dan pertengkaran. Apabila pertengkaran

berujung pada perceraian, maka akibat hukum yang ditimbulkannya akan

menyangkut bukan saja pada anak namun juga harta kekayaan bersama.

Harta bersama yang terdampak oleh perceraian dapat diselesaikan secara

musyawarah maupun diajukan ke pengadilan (litigasi). Lembaga Peradilan

Agama memiliki kewenangan absolut untuk menerima dan memeriksa perkara

pembagian harta bersama dalam perkawinan yang biasa dikenal dengan harta

gono gini. Majelis Hakim akan memutus berdasarkan ketentuan hukum dan rasa
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keadilan dalam rangka mewujudkan keinginan pihak yang menguasai harta

bersama.1

Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

pasal 35 dan 36 diatur menurut hukum yang berkembang yaitu hukum Islam dan

hukum adat. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam ketentuan umum pasal

1 huruf f dan pasal 97 KHI mengatur bahwa harta bersama dibagi dengan ½

untuk istri dan ½ untuk suami. Ketentuan fifty-fifty tentang pembagian harta

bersama seringkali diterapkan secara rigid sesuai ketentuan pasal 97 KHI, akan

tetapi output yang dihasilkan kurang memberikan rasa keadilan kepada para

pihak. Putusan pembagian harta bersama oleh Hakim sangat dimungkinkan

berbeda dari bunyi pasal kompilasi dan berbeda-beda tiap kasusnya, sekalipun

sumber hukumnya sama yaitu dengan membaginya dengan fifty-fifty antar

suami dan istri. Hal demikian karena sejarah harta kekayaan bersama dan kondisi

keluarga masing-masing pasangan suami istri berbeda-beda.

Harta bersama dalam pandangan hukum Islam (fiqh) dikenal dengan nama

Syirkah. Harta bersama berbeda dengan harta kekayaan masing-masing, dimana

harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian

juga harta kekayaan suami tetap hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya

olehnya. Oleh karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak

tanpa bantuan suami dalam soal apapun termasuk mengurus harta benda,

1Sumiati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974”, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta cetakan ke 2, 1986), 4.
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sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.2 Dalam

hukum Islam (fiqh) klasik, kurang dikenal adanya harta bersama dalam

perkawinan, karena istri dipandang pasif dalam usaha memperoleh harta dalam

perkawinan. Istri dianggap pasif hanya menerima apa yang datang dari suami,

baik untuk nafkah dirinya maupun pendidikan anak-anaknya, maka tidak ada

harta bersama antara suami dan istri. Namun hukum Islam klasik mengenal apa

yang diberikan oleh sang suami kepada istri diluar pembiayaan rumah tangga

dan pendidikan anak-anak, misal hadiah berupa perhiasan, itu menjadi hak istri

yang tidak bisa diganggu gugat lagi oleh suami, sebaliknya apa yang diusahakan

oleh suami keseluruhannya tetap menjadi milik suami, kecuali bila ada syirkah.

Beberapa peraturan terkait harta bersama diantaranya pada Kompilasi

Hukum Islam dalam Buku I Bab I ketentuan umum pasal 1 huruf f menyatakan

harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik

sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama ikatan perkawinan berlangsung,

dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama

siapapun.3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga yang mengemukakan

mengenai beberapa pasal yang mengatur tentang harta bersama, tepatnya di Bab

VII (Harta benda dalam perkawinan) dalam pasal 35 sampai 37.

2Latif Djamil, “Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam”, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 1982),
82.

3Departemen Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, (Intruksi Presiden RI
Tahun 1991), (Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama
Islam, 1999), 13.
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara rinci

mengenai pembagian harta bersama, namun bila dicermati UU No. 1 tahun 1974

memberikan jalan pembagian harta bersama yaitu diberlakukannya atas hukum

agama jika agama menjadi kesadaran hukum untuk melakukan tata cara dalam

pembagian harta bersama serta diberlakukannya pembagian harta bersama

menurut hukum adat jika hukum adat tumbuh dan berkembang menjadi

kesadaran dalam pembagian harta bersama yang sangat berkaitan erat dengan

hukum-hukum lainnya. Hakim memiliki pilihan dasar hukum untuk

memutuskan perkara pembagian harta bersama akan menggunakan hukum

agama atau hukum adat.4 Tidak menutup kemungkinan Hakim mengalami

kesulitan untuk membuat keputusan, karena sumber hukum mana yang akan

dipakai untuk menyelesaikan persoalan pembagian harta bersama jika para pihak

memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini juga dapat membuat bimbang bagi

para pihak yang berperkara pencari keadilan, karena ada suasana ketidakpastian

pembagian harta bersama sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974. Suasana ketidakpastian ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ingin

menyelesaikan pembagian harta bersamanya secara non-litigasi atau lewat

musyawarah karena adanya dua alternatif hukum tersebut.

Adanya dua alternatif hukum bisa bermakna kelonggaran, fleksibilitas,

menjangkau semua kondisi masyarakat, namun tidak jarang hal ini dimaknai

sebaliknya adanya ketidakpastian ketentuan hukum ini menunjukkan

ketidakpastian interpretasi suatu undang-undang. Maka, munculnya Peraturan

4Departemen Agama RI, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”,..., 14.
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Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hingga keluarnya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam

(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) memberikan penjelasan Instansi yang

berhak memutuskan adalah Pengadilan Agama dan Hakim sebagai eksekutor,

hal ini menjadi jalan alternatif yang memberi kepastian bagi pihak-pihak pencari

keadilan.

Pengadilan Agama adalah lembaga Republik Indonesia yang

berkewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum

perdata Islam terutama hukum keluarga Islam termasuk pembagian harta

bersama. Dengan semakin banyaknya perkara perceraian, meningkat pula

perkara pembagian harta bersama. Data menunjukkan setiap tahun perkara

perceraian mengalami peningkatan yang disebabkan oleh beberapa faktor

internal dan eksternal.5

Penyelesaian kasus-kasus atau perkara-perkara pembagian harta bersama

merupakan penyelesaian hukum yang rumit bagi Hakim, karena melibatkan

pilihan tafsir hukum dan sifat kasuistik setiap perkaranya. Penerapan ketentuan

normatif mengenai pembagian harta bersama mengalami perbedaan penafsiran,

sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam dengan yang ada pada

Yurisprudensi Putusan MA. Masing-masing memiliki argumentasi

penafsirannya tersendiri, disamping saling mempertimbangkan tentang segala

sesuatunya terkait kasus nyata yang ada dihadapi demi keadilan dan untuk

5Erfinah Zahriah, ”Peradilan Agama Indonesia”, (Malang: UIN Malang Press), 6.
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sedapat mungkin memenuhi harapan para pihak. Sehingga putusan pengadilan

tentang pembagian harta bersama bersifat khas untuk masing-masingnya.

Seperti pada kasus pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Tegal

yang terdaftar dengan nomor putusan 470/Pdt.G/2020/PA.Tg pada pokok isinya

mengemukakan tentang gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan

Tergugat yang telah menikah dan mempunyai dua anak dimana selama

perkawinannya telah diperoleh harta kekayaan bersama. Pengadilan Agama

Tegal kemudian menetapkan hasil keputusan pembagian harta bersama dengan

ketentuan hasil putusan 1/2 bagian untuk Penggugat dan 1/2 bagiannya lagi

untuk Tergugat. Namun putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal dirasa

kurang dalam memberikan rasa keadilan bagi Tergugat dikarenakan pihak

Tergugat telah berkontribusi (lebih besar) daripada pihak Pengguat. Tergugat

merasa tidak puas dan menggugat hasil putusan Pengadilan Agama Tegal,

dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang

terdaftar dengan nomor perkara 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Pada putusan nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat

banding memutuskan pembagian harta bersama dengan ketentuan Pembanding

mendapatkan 2/3 bagian harta bersama dan Terbanding mendapat 1/3 bagian

dari harta bersama.6 Hal ini berbeda dengan ketentuan atau peraturan dalam hal

pembagian harta bersama yaitu UU nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam. Padahal dalam memutuskan pembagian harta bersama, majelis Hakim

6Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.
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harus merujuk pada segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang

berhubungan dengan perkara ini.

Adanya persoalan yuridis penerapan hukum yang sama untuk kasus yang

serupa dengan pertimbangan putusan yang berbeda dari kedua putusan majelis

Hakim PA Tegal dan PTA Semarang telah mendorong penulis untuk

menelitinya. Penulis akan mendalami untuk memahami perbandingan antara

kedua putusan serta melihat pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan

perkara pembagian harta bersama juga dampak yang timbul dari putusan tersebut

bagi pihak yang berperkara. Penulis mempelajari dan mencermati putusan

pembagian harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan

Tinggi Agama Semarang yang dalam hal ini penulis pilih dengan pertimbangan

bahwasannya sudah nyata-nyata terdapat putusan yang berbeda dari bunyi

tekstual pasal seperti disebutkan di atas.

Oleh karena itu penulis memilih judul “Pertimbangan Hakim Dalam

Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan

Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor

90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang

diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tegal

dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan pembagian
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harta bersama dalam putusan nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Tg dan putusan

nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg?

2. Bagaimana perbandingan akibat hukum terhadap para pihak yang berperkara

dalam putusan pembagian harta bersama nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Tg

dengan nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan perbandingan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama

Tegal dengan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan

pembagian harta bersama dalam putusan nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Tg dan

putusan nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

2. Untuk menjelaskan perbandingan akibat hukum terhadap para pihak yang

berperkara dalam putusan pembagian harta bersama nomor

470/Pdt.G/2021/PA.Tg dengan nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah

khazanah dan pengembangan keilmuan teoritis maupun praktik tentang

hukum keluarga Islam khususnya tentang pembagian harta bersama di

Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan agar dalam mendampingi

masyarakat dalam mengurus pembagian harta bersama dapat
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mempertimbangkan berbagai seginya, bukan saja bunyi tekstual pasalnya

sehingga dapat ditemukan keadilan formal maupun substansial. Serta bagi

masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi

tentang pembagian harta bersama.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perbandingan Hukum

Perbandingan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum

yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan

memperbandingkan disini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-

perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberipenjelasannya dan

meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan

yuridisnya didalam praktek, serta faktor-faktor non-yuridis mana saja yang

mempengaruhinya.7 Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah

hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan

perbandingan sejarah hukum.8 Jadi memperbandingkan hukum bukanlah

sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja namun

mencari perbedaan serta persamaannya juga.

Perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan

kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau

kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakandidalam masyarakat. Maka dari

7Soerjono Soekanto,“Perbandingan hukum”, ( Bandung : Melati,1989), 131.
8Djaja S. Meliala,”Hukum di Amerika Serikat suatu studi perbandingan”, (Bandung: Tarsito,1977), 89.
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itu mencari perbedaan dan persamaan dari perbandingan hukum ini dapat

diketahui, bahwa disamping benyaknya perbedaan jugaada kesamaannya.

Dalam memperbandingkan hukum yang dikenal dua cara, yaitu

memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara

makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada

umumnya, sedangkan perbandingan secara mikro adalah suatu cara

memperbandingkan masalah-masalah hukum tertentu.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang

diperiksa dan diadili oleh Hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus

berdasarkan pada apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim

tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan

juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas

maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh

hakim. Menurut Mackenzie, teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan

oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu

perkara, yaitu:9 Teori Keseimbangan. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Teori Pendekatan Keilmuan. Teori Pendekatan Pengalaman. Teori Ratio

Decidendi.

9Soerjono Soekanto,“Perbandingan hukum”,…, 137
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3. Konsep Harta Bersama

Harta Bersama dalam perkawinan diatur dalam UU Nomor 1 tahun

1974 (Pasal 35-37). Dalam pasal 35 menyatakan bahwa harta benda yang

diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. dan menjelaskan

bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.10

Pasal 36 menetapkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat

bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan mengenai harta bawaan

masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Kemudian Pasal 37

menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta

bersama diatur menurut hukum masing-masing. Jika memperhatikan

Undang-undang No.1 tahun 1974 hanya mengatur hal pokoknya saja,

mengenai penjabaran lebih lanjut didasarkan pada ketentuan lainnya.

Harta bersama perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam

pasal 92 KHI terdapat aturan mengenai adanya larangan bagi suami atau istri

yang tanpa persetujuan pihak lain untuk menjual atau memindahkan harta

bersama. Kemudian dalam hal terjadinya hutang, pasal 93 KHI menjelaskan

pada dasarnya pertanggungjawaban ada pada masing-masing pihak yang

melakukan hutang. Namun apabila hutang tersebut digunakan untuk

kepentingan dan keperluan keluarga, maka pertanggungjawaban dibebankan

10Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35
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pada harta bersama. Sedangkan apabila harta bersama tidak mencukupi untuk

melunasi hutang tersebut, maka suami atau istri ikut menanggungnya dengan

menggunakan harta pribadinya sebagai pelunasan.11 Pasal 94 KHI mengatur

tentang suami yang beristri lebih dari satu, yaitu harta bersama dari setiap

perkawinan terpisah dan berdiri sendiri. Harta bersama (sebagian maupun

secara keseluruhan) pada perkawinan pertama tidak dapat menjadi harta

bersama diperkawinan kedua, dan seterusnya. Keberlakuan harta bersama

(disetiap perkawinan) dihitung sejak saat berlangsungnya akad perkawinan.12

Mengenai besaran pembagian harta bersama perkawinan yang bercerai

karena kematian, Pasal 96 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa “Apabila terjadi

cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup

lebih lama”. Pada dasarnya hal ini sama dengan besaran untuk janda atau

duda cerai biasa yang diatur dalam Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “Janda

atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.13

F. Penelitian yang Relevan

Telah banyak penelitian sebelumnya yang membahas materi yang serupa

dengan penelitian ini, yaitu mengenai pembagian harta bersama di Pengadilan

Agama. Hal ini menggambarkan bahwa materi ini cukup mendapat perhatian

dari para peneliti. Namun masih banyak celah untuk dijadikan fokus-fokus

penelitian baru dimana peneliti mengambil salah satu fokus yang belum diteliti

11Kompilasi Hukum Islam Pasal  93
12Kompilasi Hukum Islam Pasal  94
13Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia”,..., 190.
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orang lain. Untuk melihat posisioning focus penelitian penulis, penulis

mencantumkan beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan

penelitian penulis menunjukkan sisi-sisi perbedaannya, sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi dengan judul “Analisis putusan Hakim tentang harta

bersama (Gono Gini) akibat perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama

Surakarta tahun 2015)” yang dilakukan oleh Angga Budi Saputro. Hasil

penelitiannya menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Surakarta

menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan pertimbangan Hakim

dalam memutuskan perkara Nomor 0659/Pdt.G/PA.Ska dan Nomor

0013/Pdt.G/PA.Ska adalah berdasarkan Pasal 35 ayat (1)Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum

Islam Pasal 97: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama, janda atau duda bercerai hidup masing-masing berhak (½) seperdua

atas harta bersama sepanjang tidak lain ditentukan dalam perjanjian

perkawinan.14Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena

Penelitian penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan

Tinggi Agama Semarang dengan menghasilkan putusan ½ - ½ pada

pengadilan tingkat pertama dan 2/3 – 1/3 pada pengadilan tingkat banding.

2. Penelitian Skripsi dengan judul “Penyelesaian harta bersama dalam

perceraian (Analisis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Perkara Nomor: 126/Pdt.G/2013/PTA.JK) yang dilakukan oleh Safrianes

14Angga Budi Saputro, “Analisis Putusan Hakim tentang Harta Bersama (Gono Gini) Akibat
Perceraian” (Studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2015), Skripsi Sarjana Hukum,
(Surakarta: IAIN Surakarta, 2017).
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Dumbela. Hasil penelitian skripsinya menunjukkan bahwaistri menjadi

bagian dari hartabersama yang mempunyai porsi lebihbesar daripada suami

karena hartabersama adalah hasil jerihpayah dari istri, sedangkan suami

hanya mengurusi anak dan hanya memberiizin pihak istri untuk memenuhi

kebutuhan rumah tangganya.15 Penelitian ini berbeda dengan penelitian

penulis karena Penelitian penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tegal dan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menghasilkan putusan ½ - ½

pada pengadilan tingkat pertama dan 2/3 – 1/3 pada pengadilan tingkat

banding.

3. Penelitian Skripsi dengan judul “Pembagian harta bersama akibat perceraian

berdasarkan keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor:

653/Pdt.G/2013/PA.Smg)” yang dilakukan oleh Siti Aulia Nihayati. Hasil

penelitiannya adalah Hakim mempertimbangkan pembagian harta bersama

akibat hukum perceraian adalah Mejelis Hakim Pengadilan Agama Semarang

dengan membagi harta bersama berlandaskan atas rasa keadilan (Kompilasi

Hukum Islam pasal 29). Hakim memutuskan perkara nomor:

653/Pdt.G/2015/PA.Smg ini berdasarkan keadilan karena sesuai dengan fakta

Persidangan, istri yang lebih dominan dalam menghasilkan harta bersama.

Berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang bersesuaian dengan Kompilasi

Hukum Islam pasal 97, Majelis Hakim Memutuskan pembagiannya

melainkan 50% untuk istri dan 50% untuk suami dengan pertimbangan karena

15Safreanas Dumbala, “Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian Analisis terhadap
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor : 126/Pdt.G/2013/PTA.JK, Skripsi
Hukum”, (Jakarta: UIN Jakarta).



15

peranan dalam memperoleh sama dalam memperoleh harta bersama.16

Bedanya dengan penelitian penulis, penelitian ini tidak menggunakan

pendekatan teori tertentu dan Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis

karena Penelitian penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tegal dan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menghasilkan putusan ½ - ½

pada pengadilan tingkat pertama dan 2/3 – 1/3 pada pengadilan tingkat

banding.

4. Penelitian Skripsi dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan Nomor

871/Pdt.G/2011/PA.Mks)” yang diteliti oleh Rabiatul Adawiyah K. Dalam

penelitiannya menghasilkan kedudukan harta bersama dan harta bawaan

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 35, adapun

tata cara dalam penyelesaian harta yang bercampur dengan harta bawaan di

Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor

871/Pdt.G/2011/PA.Mks) adalah apabila harta bersama bercampur dengan

harta bawaan dalam perkawinan dan terjadi putusnya perkawinan, maka harta

bersama dengan harta bawaan tersebut harus dipisah terlebih dahulu,

kemudian harta bersama di bagi ½ (Seperdua) bagian untuk masing-masing

pihak.17Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena Penelitian

16Siti Aulia Nihayati, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan
(Studi Analisis Putusan Nomor : 653/Pdt.G/2013/PA.Smg), Skripsi Sarjana Hukum”, (Semarang:
UIN Walisongo, 2016).

17Rabiatul Adawiyah K, “Penyelesaian.Sengketa Harta.Bersama dengan Harta Bawaan
(Studi Kasus Putusan Nomor 871/Pdt.G/2011/PA.Mks) Skripsi Sarjana Hukum Acara”, (Makassar:
Universitas Hasanudin Makasar, 2014).
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penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Tinggi Agama

Semarang dengan menghasilkan putusan ½ - ½ pada pengadilan tingkat

pertama dan 2/3 – 1/3 pada pengadilan tingkat banding.

5. Penelitian Skripsi yang berjudul “Konsep Harta Bersama dan

Implementasinya di Pengadilan Agama” yang diteliti olehMesraini.

Penelitiannya menghasilkan dalam konsep harta bersama secara umum sudah

diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Secara umum Hakim yang

mengadili harta bersama di Pengadilan Agama menggunakan Kompilsi

hukum Islam untuk dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara. Selain itu

Hakim juga memutuskan pembagian harta atas kesepakatan atau perdamaian

yang dibuat oleh suami dan istri.18 Penelitian ini berbeda dengan penelitian

penulis karena Penelitian penulis berlokasi di Pengadilan Agama Tegal dan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan menghasilkan putusan ½ - ½

pada pengadilan tingkat pertama dan 2/3 – 1/3 pada pengadilan tingkat

banding.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian yuridis normatif/ doktrinal. Metode penelitian yuridis normatif

adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan

18Mesraini, “Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama”,
(Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2012) Jurnal Ahkam Vol. XII No.1 Tahun 2012.
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metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan

yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa

dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Dengan demikian objek yang dianalisis (dengan pendekatan yang bersifat

kualitatif) menggunakan metode penelitian yang mengacu pada norma-norma

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.19

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian. Pendekatan

yang digunakan antara lain20

a. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach).

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam

penelitian ini, kemudian menganalisis mengenai peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan dengan permasalahan. Hasil telaah tersebut

dapat menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok.

b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach).

Pendekatan ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran

atau kaidah yang pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga

peniliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum

yang sedang dihadapi.21 Pada fakta terjadinya isu hukum yang ada dalam

peneltian ini yaitu terdapat perbedaan antara putusan majelis Hakim

19 Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003), 27.

20 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93.
21 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 9”,.., 113.
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Pengadilan Agama Tegal yang memutus pembagian harta bersama secara

tekstual (sebesar ½ - ½) dengan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agma

Semarang yang dalam memutuskan/ menetapkan besaran pembagian harta

bersama melihat fakta persidangan (secara kontekstual) sebesar 2/3 – 1/3.

c. Pendekatan Kasus.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan

hukum (Ratio Decidendi) terhadap putusan yang akan dikaji oleh Penulis.

Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian

prosedur persidangan peradilan dan putusan Hakim dengan aturan hukum

yang berlaku sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan

dari analisa yang Penulis lakukan.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan mengikat semacam norma

dasar, peraturan perundang-undangan maupun keputusan majelis Hakim.

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer

meliputi :

1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009

3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

4) Kompilasi Hukum Islam

5) Putusan pengadilan Agama Tegal nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg
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6) Putusan pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor

90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan

memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan

pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar

hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini

yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas penjelasan dari peraturan

perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer, buku-

buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai harta bersama, dan hasil

penelitian pendapat Hakim.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Inventarisasi

Mengumpulkan perundang-undangan yang berpacu pada herarki

peraturan undang-undangan dengan mencari norma-norma pada tingkat

konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah

dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu atau pokok perkara

penelitian.22

22 Prof. Dr. I made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam
Justifikasi Teori Hukum”, (Jakarta: Kencana, 2016), 149
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b. Sistematisasi

Metode sistematis adalah suatu prosedur, proses atau teknik yang

dipakai dalam penyelidikan tertentu untuk mendapatkan objek (bahan-

bahan) yang diteliti.23 Dalam kaidah ini, berkaitan dengan cara kerja atau

prosedur untuk memahami objek penelitian yang bersangkutan. Metode

penelitian ini menempuh suatu cara atau jalan yang sehubungan dengan

penelitian (yang dilakukan) memiliki langkah-langkah yang sistematis.

Bertujuan untuk mendapatkan data yang valid agar dapat ditemukan,

dibuktikan, dan dikembangkan suatu teori sehingga dapat digunakan untuk

memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang dalam

penelitian ini berupa putusan Pengadilan Agama Tegal nomor

470/Pdt.G/2020/PA.Tg dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang

nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

c. Klasifikasi

Dalam penelitian ini menggunakan teknik klasifikasi yakni dengan

melakukan pengkatagorian data yang diperoleh berdasarkan bagian-

bagian penelitian yang ditetapkan. Klasifikasi data dilakukan agar terdapat

batasan mengenai penelitian. Pengklasifikasian data akan membuat data-

data tersusun secara urut dan sistematis yang nantinya sangat membantu

peneliti dalam melaksanakan penelitian.24

23 Sjamsudin,”Metode Penelitian”(Bandung:Pustaka Ilmu,2007),13.
24 Mulyono,”Metoe Penelitian”,(Jakarta:Rajawali Pres,2008),40.
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa

melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu

dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.25 Dalam penelitian ini

menggunakan analisis preskriptif yang berkaitan dengan isi dari putusan

Pengadilan Agama. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan

argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan yang dalam peneltitian

ini menggunakan penalaran logika induktif. Peneliti melakukan telaah

menurut hukum positif dan telaah terhadap fakta atau peristiwa yang terdapat

dalam putusan Pengadilan Agama Tegal nomor”470/Pdt.G/2020/PA.Tg dan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang nomor”90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penelitian, untuk mendapatkan hasil pembahasan yang

sistematis dan konsisten yaitu harus disusun dengan sedemikian rupa. Penelitian

yang baik harus menunjukkan sebuah totalitas yang utuh. Pada skripsi ini

sistematika untuk penulisan terdapat lima bab, dengan bab yang terdiri dari

berbagai sub bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian

yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

25 Mukti Fajar-Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatuf dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 183.
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Bab II Landasan Teori yang terdiri dari 4 sub bab yaitu Teori Perbandingan

Hukum, Ratio Decidendi, Konsep Pembagian Harta Bersama.

Bab III berisikan tentang Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama

Tegal Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Semarang Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Bab IV berisi Perbandingan Akibat Hukum Bagi Pihak yang Berperkara,

dimana didalamnya terdapat persamaan serta perbedaan dari akibat hukum yang

timbul khususnya bagi para pihak yang berperkara.

Bab V yaitu penutup, pada bab ini berisi Simpulan dan Saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perbandingan pertimbangan majelis Hakim PA Tegal dengan majelis Hakim

PTA Semarang, yaitu majelis Hakim PA Tegal dalam memutus perkara lebih

banyak melihat literasi hukum (hukum formil) dari pada fakta hukum (hukum

materil) yang dijadikan sebagai referensi putusannya tersebut, sehingga

dalam menentukan besaran pembagian harta bersama majelis Hakim PA

Tegal menetapkan ½ bagian untuk Penggugat (Istri) dan ½ bagiannya lagi

untuk pihak Tergugat (Suami).

Sedangkan majelis Hakim PTA Semarang dalam memutus perkara

pembagian harta bersama yang pada dasarnya lebih banyak menggunakan

fakta hukum (hukum materil) dari pada literasi hukum (hukum formil).

2. Perbandingan akibat hukum bagi pihak yang berperkara antara putusan PA

Tegal no.470/pdt.G/2020/PA.Tg dengan putusan PTA Semarang

no.90/pdt.G/2021/PA.Smg yaitu majelis Hakim PA Tegal dalam memutus

pembagian harta bersama dengan besaran ½ - ½ berlandaskan pada peraturan

Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan

Yurisprudensi MA sehingga tidak bisa memenuhi rasa keadilan bagi

Tergugat. Sedangkan majelis Hakim PTA Semarang dalam memutus perkara

pembagian harta bersama dengan ketentuan besaran 2/3 untuk Pembanding

dan 1/3 untuk Terbanding dengan melandaskan pada fakta-fakta yang ada

dalam persidangan (tanpa mengesampingkan peraturan perundang-
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undangan) sehingga telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak karena

telah sesuai dengan porsinya. Berdasarkan kedua akibat hukum yang ada,

maka majelis Hakim PTA Semarang lebih teliti dalam memutuskan perkara

dan dalam menerapkan hukum majelis Hakim menelaah alasan-alasan yang

lebih dalam daripada sekedar keadilan prosedural.

B. Saran

1. Seharusnya dalam memutuskan perkara perlu adanya pencermatan yang lebih

seksama dalam menilai dan menafsirkan undang-undang yang akan dijadikan

pijakan hukum, guna mengambil keputusan yang sesuai dengan perkara yang

sedang ditangani. Majelis Hakim dalam memberikan putusan perlu

memperhatikan dengan sungguh-sungguh faktor yang harusnya diterapkan,

yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemashlahatan yang tidak bertentangan

dengan hukum yang berlaku.

2. Seharusnya keadilan harus diutamakan, majelis Hakim dalam memutuskan

suatu perkara jangan hanya berpatokan pada Undang-undang dan Kompilasi

Hukum Islam saja, tetapi juga melihat fakta-fakta dan alat bukti yang ada

didalam persidangan sehingga bisa menjadi penguat guna memutuskan suatu

perkara secara adil.
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